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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya 

yang berhubungan dengan Pengeluaran dan Pemotongan Pajak Belanja Daerah 

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, dapat di ambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum menurut Madiasmo (2011:1) yang telah di atur sesuai 

dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 

adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 

8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran 

Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran 

daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. 

Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan 

Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. 

3. Tahapan Pengeluaran Belanja Daerah : 

a. Bendahara Pengeluaran melakukan Dropping (uang) berasal dari APBD. 

b. Masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan mengisikan 

form Buku Kas Umum (BKU) sesuai dengan Kegiatan. 

c. Masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan melakukan 

pengumpulan data kepada Bendahara Pengeluaran. 

d. Bendahara Pengeluaran akan mengkoreksi baik SPJ, Pemotongan Pajak, 

maupaun KASDA pada setiap Buku Kas Umum (BKU). 

e. BKU yang terkumpul akan di jadikan bahan mengajukan Laporan 

Keuangan untuk selanjutnya sebagai  bahan pengajuan APBD untuk 

masing-masing SKPD kepada DPKAD. 
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4. Berdasarkan data Primer yang di olah oleh penulis dapat di ketahui 

permasalahan yang biasa timbul dalam pemotongan pajak belanja daerah 

antara lain, Undang-Undang  Perpajakan, Keterlambatan pengeumpulan BKU 

masing-masing Bendahara, Koordinasi yang kurang baik dalam peng-inputan 

data, Penyalahgunaan wewenang jika tidak di awasi, Administrasi 

Perpajakan. 

 

4.2. Saran 

Berdasarkan permasalahan yang di alami oleh Badan Kesatuan Bangsa dan  

Politik Kota Semarang yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, penulis 

memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang memberikan pelatihan 

untuk setiap tahunnya secara rutin kepada setiap Bendahara-Bendahara 

Pengeluaran Kegiatan mengenai aturan perpajakan dan undang-undang pajak 

yang baru, hal ini untuk menunjang kinerja dan secara menyeluruh akan 

memperbaiki sistem administrasi dari SKPD yang bersangkutan. 

2. Setiap SKPD dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan , undang-undang 

perpajakan, maupun administrasi perpajakan untuk penghematan 

pemabayaran pajak, sehingga selain membantu usaha pemerintah dalam 

kaitannya tahun 2015 sebagai tahun penegakan hukum pajak juga akan 

menghemat dalam pengeluaran pajak masing-masing SKPD. 
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